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LEMBAR EKSEKUTIF 
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Program Studi  : S1 Akuntansi 

Judul   : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Direktorat  

  Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi selama 40 hari kerja terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai 

dengan 6 September 2019. Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan 

ditempatkan pada Bagian Keuangan dan dibimbing oleh Ibu Susi Yulianti. Bidang 

kerja yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pencairan dana. 

Pekerjaan yang ditugaskan yaitu mendokumentasikan Surat Perintah Membayar 

(SPM) secara digital, memonitor SPM secara daring, memonitor Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D) secara daring, membuat Kartu Kredit Pemerintah (KKP), 

dan mengkompilasi data honorarium tim untuk pelporan PPh 21. Setelah 

melaksanakan PKL, praktikan mendapatkan pengalaman dan wawasan baru 

terkait sistem akuntansi di instansi pemerintahan khususnya aplikasi-aplikasi yang 

digunakan serta peraturan-peraturan yang mendasarinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Setiap manusia yang hidup di bumi pasti memiliki kebutuhan. Zaman 

dahulu kebutuhan manusia hanya sebatas kebutuhan akan makan, pakaian, dan 

tempat tinggal. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia pun ikut 

berkembang. Kemajuan teknologi khususnya media sosial juga menambah 

kebutuhan manusia. Dahulu kebutuhan manusia sekadar kebutuhan dasar untuk 

mempertahankan hidup. Namun sekarang kebutuhan manusia berkembang 

karena ingin mengikuti trend yang ada. 

Untuk memenuhi segala kebutuhannya, manusia dituntut untuk bekerja 

agar bisa mendapatkan uang. Namun bekerja bukanlah perkara yang mudah. 

Di era global ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi semakin 

ketat dikarenakan tingginya kebutuhan akan pekerjaan. Ditambah lagi, saat ini 

Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membuat 

persaingan bukan hanya dengan masyarakat dalam negeri, melainkan juga 

dengan masyarakat dari negara-negara ASEAN. Hal ini merupakan salah satu 

hal yang sulit khususnya bagi para fresh graduate. Beberapa kendala yang 

dihadapi oleh para fresh graduate antara lain kurangnya kemampuan yang 

dimiliki, tidak memiliki jaringan, dan belum memiliki pengalaman bekerja. 

Pengalaman bekerja sangat diperlukan oleh para fresh graduate yang ingin 

melamar pekerjaan karena banyak perusahaan mencari karyawan yang sudah 
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berpengalaman. Dengan memiliki pengalaman bekerja, mahasiswa mampu 

menambah keterampilan sehingga bisa menjadi nilai tambah ketika melamar 

pekerjaan. 

Dalam melihat fenomena tersebut, Universitas Negeri Jakarta sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi membekali mahasiswanya dengan program-

program yang bisa menambah keterampilan dan kompetensi agar siap bersaing 

ketika memasuki dunia kerja. Salah satu program tersebut yaitu Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). 

Bagi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta, PKL merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh sebagai salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Mata kuliah PKL 

memiliki bobot 2 (dua) SKS yang dilaksanakan pada semester 6. Pelaksanaan 

PKL harus relevan dengan bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa agar 

bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkannya ketika di bangku 

perkuliahan. Kegiatan ini sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dalam dunia 

kerja. Berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh ketika 

melaksanakan kegiatan PKL diharapkan dapat membuat mahasiswa tidak 

kaget ketika terjun ke dunia kerja. 

Praktikan memilih Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai 

tempat melaksanakan kegiatan PKL karena Direktorat Jenderal Minyak dan 

Gas Bumi merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Praktikan memiliki 

ketertarikan untuk mempelajari ilmu akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, 
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praktikan berharap bisa memperdalam ilmu akuntansi pemerintahan dan 

mengetahui seluk-beluk akuntansi dalam instansi pemerintahan di tempat 

praktikan melaksanakan PKL. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud pelaksanaan PKL yang dilakukan praktikan di Direktorat Jenderal 

Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut. 

1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UNJ. 

2. Mengetahui gambaran mengenai dunia kerja. 

3. Mengetahui sistem akuntansi yang ada di instansi pemerintah. 

4. Melatih kemampuan berkomunikasi dan kemampuan beradaptasi di 

lingkungan baru. 

Adapun tujuan pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut. 

1. Mendapat pengalaman kerja dan mengetahui etika di dunia kerja. 

2. Meningkatkan keterampilan dalam bidang keuangan dan akuntansi. 

3. Memperoleh pengetahuan mengenai sistem akuntansi pemerintahan. 

4. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan baru. 

 

C. Kegunaan PKL 

Pelaksanaan kegiatan PKL diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pelaksanaan kegiatannya bukan hanya untuk praktikan saja tetapi juga berbagai 
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pihak yang terlibat. Berikut ini merupakan kegunaan yang didapatkan dari 

pelaksanaan PKL. 

1. Bagi Praktikan 

a. Memenuhi persyaratan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

b. Menambah pengalaman dan mengetahui etika di dunia kerja. 

c. Mengembangkan pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi 

pemerintahan. 

d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi pada 

lingkungan baru. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menciptakan relasi dan hubungan yang baik antara perusahaan 

dengan Fakultas Ekonomi. 

b. Mendapatkan umpan balik atas pelaksanaan PKL untuk 

menyempurnakan kurikulum agar bisa membentuk mahasiswa sesuai 

kebutuhan dunia kerja. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 

a. Menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan 

Universitas Negeri Jakarta. 

b. Membantu dan meringankan tugas pegawai Bagian Keuangan 

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.  
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c. Memungkinkan perusahaan untuk merekrut mahasiswa Universitas 

Negeri Jakarta sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Minyak dan 

Gas Bumi. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di instansi pemerintahan dibawah 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut merupakan informasi 

singkat terkait tempat praktikan melaksanakan PKL. 

Nama Instansi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) 

Alamat  : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-5, Setiabudi,  

  Jakarta Selatan 12910 

Telepon  : 021-5268979 

Faximile  : 021-5268979  

Email  : infomigas@esdm.go.id 

Website  : migas.esdm.go.id 

Alasan memilih Ditjen Migas sebagai tempat pelaksanaan PKL yaitu 

karena praktikan cukup tertarik mengenai sistem akuntansi yang ada di 

pemerintahan karena ada sedikit perbedaan dari akuntansi biasa. Selain itu, di 

Ditjen Migas sudah pernah menerima mahasiswa magang dari UNJ sehingga 

peluangnya cukup besar. Berdasarkan hal-hal tersebutlah praktikan memilih 

Ditjen Migas sebagai tempat untuk melaksanakan PKL dan menggali serta 

memperdalam ilmu akuntansi pemerintahan. 

 

mailto:infomigas@esdm.go.id
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E. Jadwal Waktu PKL 

Praktikan melaksanakan PKL selama ±2 bulan dimulai dari tanggal 15 Juli 

s.d. 6 September 2019. Adapun tahapan yang praktikan lewati dalam 

pelaksanaan PKL maupun penyusunan laporan PKL adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan pertama dalam pelaksanaan PKL yaitu tahap persiapan. 

Praktikan menyiapkan semua keperluan administrasi yang dibutuhkan 

untuk melamar ke perusahaan, seperti surat permohonan izin PKL dari 

kampus, proposal pengajuan, curriculum vitae, dan daftar hasil 

studi/transkrip nilai sementara.  

Surat permohonan izin dari kampus dibuat dengan mengajukan 

permohonan di Bagian Kemahasiswaan di Gedung R dan kemudian 

mengisi kelengkapan datanya pada website Sipermawa yaitu 

www.bakh.unj.ac.id untuk dapat diproses oleh Biro Akademik 

Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta 

(BAKHUM UNJ). Surat permohonan yang dibuat ditujukan kepada 

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Setelah menunggu 

selama tiga hari, proses pembuatan surat selesai dan surat diambil di 

BAKHUM. Kemudian persyaratan admnistrasi tersebut praktikan 

serahkan kepada Bagian Kepegawaian Ditjen Migas yang berada di lantai 

15 Kantor Sekretariat Ditjen Migas.  

Satu pekan setelah menyerahkan persyaratan administrasi, praktikan 

diminta untuk mendatangi kembali Kantor Sekretariat Ditjen Migas untuk 

diberikan arahan terkait tata tertib yang berlaku, seperti seragam dan waktu 

http://www.bakh.unj.ac.id/
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kerja agar bisa menyesuaikan dengan pegawai disana. Praktikan juga 

diantarkan ke ruangan tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL yaitu 

di Bagian Keuangan yang berada di lantai 11. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan PKL dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai dari tanggal 

15 Juli sampai dengan 6 September 2019. Pada pelaksanaannya, praktikan 

ditempatkan di Bagian Keuangan. Pada hari pertama PKL, praktikan 

diperkenalkan ke Ibu Susi Yulianti sebagai pembimbing selama 

melaksanakan PKL. Namun pada pelaksanaannya, praktikan ditugaskan 

untuk membantu Ibu Asriana Febriati dari Subbagian Perbendaharaan 

dikarenakan salah satu pegawai sedang cuti melahirkan sehingga 

memerlukan bantuan untuk melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan 

oleh pegawai tersebut. 

Waktu kerja praktikan menyesuaikan dengan waktu kerja yang 

berlaku di  Ditjen Migas. Adapun rincian waktu kerja yang diterapkan di 

Ditjen Migas yaitu hari Senin – Jumat dengan jam kerja hari Senin – Kamis 

pukul 07.30 – 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB. Jam 

istirahat Ditjen Migas adalah pukul 12.00 – 13.00 WIB untuk hari Senin – 

Kamis dan pukul 11.30 – 13.00 WIB untuk hari Jumat. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap terakhir dalam pelaksanaan PKL yaitu tahap pembuatan 

laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah melaksanakan PKL. 

Laporan PKL ini sebagai salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa 
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untuk dapat memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

Menjelang berakhirnya kegiatan PKL, praktikan mulai 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan. Praktikan 

mendapatkan data dari berbagai sumber, baik secara langsung dari 

pegawai Bagian Keuangan, website perusahaan, maupun Peraturan 

Menteri. Laporan PKL ini disusun berdasarkan buku Pedoman PKL dan 

menyesuaikan dengan arahan dosen pembimbing. Penyusunan laporan 

PKL dimulai sejak bulan Agustus. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PKL PADA DITJEN MIGAS 

 

A. Sejarah Ditjen Migas 

Pendirian Ditjen Migas berawal dari dibentuknya lembaga yang 

menangani pertambangan di Indonesia pada 11 September 1945. Lembaga itu 

diberi nama Jawatan Tambang dan Geologi. Kemudian pada tahun 1952, 

Jawatan Tambang dan Geologi diubah menjadi Direktorat Pertambangan yang 

terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan dan Pusat Jawatan Geologi yang 

berada di bawah Kementerian Perindustrian. 

Pada tahun 1959, Kementerian Perindustrian dipecah menjadi dua 

departemen, yaitu Departemen Perindustrian Dasar dan Tambang dan 

Departemen Perindustrian Rakyat. Pada saat itulah pemerintah membentuk 

Biro Minyak dan Gas Bumi yang berada di bawah Departemen Perindustrian 

Dasar dan Tambang. Pada tahun 1963 Biro Minyak dan Gas Bumi diubah 

menjadi Direktorat Minyak dan Gas Bumi yang berada di bawah kewenangan 

Pembantu Menteri Urusan Pertambangan dan Perusahaan Tambang Negara. 

 

B. Visi, Misi, dan Nilai Ditjen Migas 

1. Visi 

Ditjen Migas memiliki sebuah visi yakni “Terpenuhinya kebutuhan 

bahan baku dan bahan bakar minyak dan gas bumi, gas dan/atau cairan 

dari batubara dan gas metana batubara, serta tercapainya optimalisasi 
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penerimaan negara minyak dan gas bumi dan peningkatan pemanfaatan 

bahan-bahan lain.” 

2. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut Ditjen Migas memiliki tiga belas misi 

sebagai berikut. 

a. Melaksanakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi, gas 

dan/atau cairan dari batubara, serta gas metana batubara yang 

menguntungkan negara. 

b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang minyak dan 

gas bumi. 

c. Menciptakan iklim-iklim investasi yang kondusif di bidang minyak 

dan gas bumi. 

d. Mendorong pemerataan pembangunan pengembangan masyarakat di 

sekitar kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan peningkatan 

pelayanan dan kerjasama dengan para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

e. Menumbuhkembangkan industri minyak dan gas bumi nasional 

beserta industri lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

yang handal, aman, dan ramah lingkungan. 

f. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemanfaatan bahan bakar 

minyak dan gas bumi, gas dan/atau cairan dari batubara, gas metana 

batubara, serta hasil olahan. 
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g. Menyusun kebijakan dan menerapkan pengawasan dan pengaturan 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang aman, handal, dan ramah 

lingkungan, serta memenuhi keselamatan migas. 

h. Menyusun standardisasi mutu, kompetensi, dan teknologi dalam 

kegiatan minyak dan gas bumi, gas dan/atau cairan dari batubara, serta 

gas metana batubara. 

i. Menyusun dan menerapkan spesifikasi bahan bakar yang ramah 

lingkungan dengan penyempurnaan parameter sesuai dengan 

perkembangan teknologi dan lingkungan. 

j. Mengembangkan keberpihakan kepada perusahaan dalam negeri, 

industri kecil dan menengah. 

k. Membangun jaringan kerjasama potensi nasional yang terintegrasi 

melalui masyarakat migas Indonesia. 

l. Meningkatkan kehandalan pasokan bahan bakar dan bahan baku. 

m. Mengintegrasikan pembangunan subsektor minyak dan gas bumi 

dalam pengembangan tata ruang wilayah nasional, regional, dan 

daerah. 

3. Nilai 

Selain memiliki visi dan misi, Ditjen Migas juga memiliki nilai-nilai 

yang dipegang teguh seperti berikut. 
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a. Jujur 

Berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh 

integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan 

negara. 

b. Profesional 

Bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan 

tuntas atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, 

komitmen yang tinggi, membangun sinergi internal dan eksternal, 

serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan. 

c. Melayani 

Memberikan layanan prima dengan memahami kebutuhan pemangku 

kepentingan, dilakukan dengan sepenuh hati, proaktif, profesional, 

simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan 

internal dan publik. 

d. Inovatif 

Berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkkatan diri, memiliki 

ide baru yang bermanfaat, mampu membuat solusi alternatif dalam 

pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja. 

e. Berarti 

Menjadi manusia yang memanusiakan manusia, memberi manfaat 

bagi diri sendiri, orang lain, Kementerian ESDM, masyarakat, bangsa 

dan negara, sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu 

memimpin, dan memecahkan masalah. 



13 

 
 
 
 

C. Tugas dan Fungsi Ditjen Migas 

1. Tugas 

Ditjen Migas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Ditjen 

Migas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 

a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas 

bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan 

pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, 

lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, 

pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas 

bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 
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d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, 

keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana 

dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, 

keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan 

prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; 

dan  

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

D. Struktur Organisasi Ditjen Migas 

Organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan 

yang sama. Sebuah organisasi harus memiliki struktur organisasi untuk 

memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan peran masing-masing bagian. Hal 

tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik secara profesional 

sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.  
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Ditjen Migas dipimpin oleh seorang Plt. Direktur Jenderal yaitu Dr. Ir. 

Djoko Siswanto, MBA. Kedudukan Direktur Jenderal masih diisi oleh seorang 

Plt. Direktur Jenderal dikarenakan Direktur Jenderal sebelumnya diangkat 

menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional oleh Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral. Berikut ini merupakan struktur organisasi Ditjen Migas. 

 

Gambar II.1 Struktur Organisasi Ditjen Migas 

Sumber: https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/direktorat-jenderal-

minyak-dan-gas-bumi 

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016, Ditjen 

Migas terdiri atas satu sekretaris dirjen dan lima direktorat yang memiliki tugas 

dan fungsi sebagai berikut. 

1. Sekretaris Ditjen Migas  

Sekretaris Ditjen Migas memiliki tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Ditjen Migas. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Ditjen Migas 

menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Ditjen 

Migas, koordinasi penyusunan rencana dan laporan, pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan, koordinasi penyusunan rancangan 

peraturan, serta pengelolaan urusan ketatusahaan, perlengkapan, 

kepegawaian, organisasi, dan tata laksana. 

2. Direktorat Pembinaan Program Migas 

Direktorat Pembinaan Program Migas memiliki tugas melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang pembinaan program minyak dan gas bumi. 

3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas 

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas memiliki tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang 

pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi. 

4. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas 

Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas memiliki tugas 

melaksanakan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan 

pembinaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.  
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5. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas 

Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas 

memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang 

perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 

infrastruktur minyak dan gas bumi. 

6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas 

Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas memiliki tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis, serta 

pembinaan lindungan lingkungan dan usaha penunjang di bidang minyak 

dan gas bumi. 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian Keuangan 

Ditjen Migas. Kedudukan Bagian Keuangan berada di bawah Sekretaris Ditjen 

Migas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.2 di bawah ini. 

 

Gambar II.2 Struktur Sekretaris Ditjen Migas 

Sumber: https://migas.esdm.go.id/organisasi/show/1 



18 

 
 
 
 

Sekretaris Ditjen Migas terdiri atas empat bagian yang memiliki tugas dan 

fungsi sebagai berikut. 

1. Bagian Rencana dan Laporan 

Bagian Rencana dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, 

pengelolaan kerja sama, penyusunan laporan akuntabilitas, dan evaluasi 

kinerja, serta pengelolaan sistem informasi. Bagian Rencana dan Laporan 

terdiri atas Subbagian Penyiapan Rencana dan Program, Subbagian 

Pengelolaan Informasi, dan Subbagian Evaluasi dan Laporan. 

2. Bagian Keuangan 

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

urusan perbendaharaan, barang milik negara, dan akuntansi. Bagian 

Keuangan terdiri atas Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Kekayaan 

Negara, dan Subbagian Akuntansi. 

3. Bagian Hukum 

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi dan perancangan peraturan perundang-undangan, informasi 

hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta urusan hubungan 

masyarakat. Bagian Hukum terdiri atas Subbagian Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, Subbagian Pertimbangan Hukum, dan Subbagian 

Informasi Hukum. 
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4. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 

Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi mempunyai tugas 

melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, 

serta pengelolaan kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan 

manajemen perubahan. Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi 

terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Subbagian Perlengkapan dan Rumah 

Tangga, dan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi. 

Bagian Keuangan sendiri terdiri atas 29 orang pegawai yang terbagi ke 

dalam tiga subbagian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 

1. Subbagian Perbendaharaan 

Subbagian perbendaharaan memiliki tugas melakukan urusan 

perbendaharaan, seperti menyusun anggaran, memonitor uang persediaan, 

dan melakukan pembayaran atas beban penggunaan APBN. 

2. Subbagian Kekayaan Negara 

Subbagian Kekayaan Negara memiliki tugas melakukan pengelolaan 

administrasi barang milik negara, yaitu berfokus pada pengelolaan aset 

tetap. 

3. Subbagian Akuntansi 

Subbagian Akuntansi memiliki tugas melakukan urusan akuntansi dan 

penyusunan laporan keuangan. 
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E. Kegiatan Umum Ditjen Migas 

Ditjen Migas merupakan sebuah instansi pemerintahan yang berada di 

bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kegiatan umum 

tersebut diantaranya:  

1. Menetapkan landasan hukum atas penyelenggaraan pembinaan, 

pengawasan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan pengusahaan minyak 

dan gas bumi di Indonesia. 

2. Memberikan perizinan, persetujuan, dan rekomendasi kepada pihak-pihak 

yang melakukan usaha di bidang minyak dan gas bumi. 

3. Mengupayakan perluasan area pencarian cadangan minyak dan gas bumi 

di seluruh wilayah Indonesia. 

4. Membangun infrastruktur dalam rangka pemanfaatan minyak dan gas 

bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

5. Melakukan inspeksi rutin untuk menjamin Keselamatan Kesehatan Kerja 

dan Pengelolaan Lingkungan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 

6. Melakukan kerja sama bilateral, multilateral, maupun regional dalam 

upaya peningkatan ketahanan pasokan minyak dan gas bumi, peningkatan 

investasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer 

teknologi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja di 

Ditjen Migas dan ditempatkan pada Bagian Keuangan. Selama disana, 

praktikan dibimbing oleh Ibu Susi Yulianti dan ditugaskan untuk membantu 

Ibu Asriana Febriati di Subbagian Perbendaharaan. Oleh karena itu, bidang 

kerja praktikan berkaitan dengan ursan perbendaharaan. Kegiatan rutin yang 

praktikan lakukan yaitu mengenai proses pencairan dana APBN.  

Pencairan dana APBN dimulai dari terjadinya pengeluaran atas biaya-

biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, 

pengajuan SPM kepada KPPN, sampai penerbitan SP2D dan akhirnya 

pembayaran biaya tersebut kepada penagih yang dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran. Pembayaran atas biaya-biaya dapa dilakukan apabila penagih 

melampirkan dokumen-dokumen pertanggungjawaban seperti Surat 

Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Surat Permintaan Pembayaran, 

Surat Tugas atau Kartu Pengawasan Kontrak, dan bukti-bukti pengeluaran. 

Proses pencairan dana oleh satker akan praktikan gambarkan dalam diagram 

alir pada halaman selanjutnya. 
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Gambar III.1 Diagram Alir Proses Pencairan Dana 

Sumber: diolah oleh praktikan 

Secara rinci, kegiatan yang praktikan kerjakan selama melaksanakan 

kegiatan PKL adalah sebagai berikut. 

1. Mendokumentasikan Surat Perintah Membayar (SPM) secara digital 

2. Memonitor Surat Perintah Membayar (SPM) secara daring 

3. Memonitor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring 

4. Membuat Daftar Pengeluaran Riil Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 

5. Mengkompilasi data honorarium tim untuk pelaporan PPh 21 
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B. Pelaksanaan PKL 

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing pekerjaan yang 

dilakukan selama pelaksanaan kegiatan PKL. 

1. Mendokumentasikan Surat Perintah Membayar (SPM) secara digital 

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan salah satu dokumen 

penting dalam rangkaian pencairan alokasi dana atas biaya-biaya yang 

sudah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam rangka menunjang 

kelancaran operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012, Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). SPM ini 

akan dikeluarkan setelah terjadinya pengeluaran biaya-biaya yang 

berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti belanja pegawai, belanja 

ATK, dan perjalanan dinas pegawai. 

Dahulu, penyampaian SPM dilakukan secara manual oleh pegawai 

satuan kerja dengan mengirimkan SPM secara langsung ke Kantor KPPN. 

Namun sekarang penyampaian SPM dilakukan secara daring dengan 

hanya mengunggahnya melalui aplikasi berbasis website bernama e-SPM. 

Pendokumentasian SPM secara digital (scan) ini dilakukan agar dapat 

mengunggah SPM secara daring untuk dikirimkan kepada KPPN. SPM 

yang didokumentasikan hanyalah SPM yang transaksinya dikenakan 

pajak, seperti pengadaan ATK, pembayaran gaji dan honorarium, 

pengadaan kontrak, dan lain-lain. Untuk itu, dokumen pendukungnya 
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seperti faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), dan kartu pengawasan 

kontrak serta ADK SPM perlu disertakan. Hal tersebut dilakukan agar 

memudahkan KPPN dalam memeriksa dan menguji SPM. Waktu 

penyampaian SPM kepada KPPN melalui sistem daring ini paling lambat 

2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. 

Praktikan biasanya melakukan pendokumentasian SPM secara digital 

(scan) untuk SPM dengan transaksi pembayaran gaji, pembayaran 

tunjangan kinerja, pembayaran honorarium tim, dan pengadaan ATK. 

Langkah-langkah pendokumentasian SPM secara digital dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Praktikan mendapat sejumlah SPM beserta dokumen pendukungnya 

dari Ibu Asriana. Dokumen pendukung SPM berupa Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP), faktur pajak, SSP, kartu pengawasan kontrak, 

daftar gaji, daftar honorarium tim, surat perjalanan dinas, daftar 

nominatif perjalanan dinas. 

b. Setelah menerima sejumlah SPM, praktikan memisahkan SPM, faktur 

pajak, dan SSP dari dokumen pendukung lainnya. 

c. Kemudian praktikan memasukkan flashdisk serta SPM, SSP, faktur 

pajak (jika ada) dan kartu pengawasan kontrak (jika ada) yang akan 

didokumentasikan ke mesin scanner. 

d. Setelah semua siap, praktikan menekan tombol Scan dan dalam 

beberapa detik proses pendokumentasian secara digital selesai dan 

otomatis tersimpan dalam flashdisk. 



25 

 
 
 
 

e. Setelah itu praktikan mengecek hasilnya dan mengganti nama pada 

setiap file hasil pendokumentasian tadi sesuai dengan nomor SPM 

agar memudahkan dalam melakukan pengunggahan. 

f. SPM yang telah didokumentasikan kemudian diserahkan kepada Ibu 

Asriana selaku pegawai yang diberi kewenangan untuk mengunggah 

SPM ke aplikasi e-SPM. 

 

2. Memonitor SPM secara daring 

Setelah proses pengunggahan SPM selesai, hal yang perlu dilakukan 

adalah memonitor SPM tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa SPM yang telah diterbitkan diterima atau ditolak oleh KPPN. 

Apabila terjadi penolakan, maka harus dilihat dimana letak kesalahannya 

dan harus segera diperbaiki agar tidak mengganggu proses pencairan dana. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam memonitor SPM secara 

daring. 

a. Langkah pertama dalam memonitor SPM adalah melakukan login ke 

aplikasi e-SPM dengan mengakses website espm.kemenkeu.go.id. 

Maka setelah itu akan muncul halaman awal aplikasi e-SPM dan 

lakukanlah login dengan mengisikan username dan password. 

b. Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, langkah selanjutnya yaitu 

memilih menu monitoring yang ada pada bagian kiri atas.  
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c. Kemudian pilihlah submenu monitoring SPM SPAN. Pada submenu 

monitoring SPM SPAN ini akan muncul SPM yang telah diunggah 

sebelumnya.  

d. Monitoring dilakukan dengan mencari nomor SPM sesuai dengan data 

fisik yang ada dan dilihat apakah SPM yang telah diunggah berhasil 

dan prosesnya telah selesai. Terdapat dua kemungkinan dari proses 

selesai. Kemungkinan pertama adalah proses selesai dengan status 

SPM diterima. Kemungkinan yang kedua adalah proses selesai namun 

status SPM ditolak. Apabila SPM ditolak, maka harus dicetak bukti 

tangkapan layar (screen capture) dari proses monitoring SPM yang 

ditolak dan ditandai pada kolom nomor SPM dan kolom catatan. 

Setelah itu diserahkan kepada koordinator unit untuk segera 

diperbaiki. 

e. Hasil monitoring dituliskan pada sebuah notes baik dengan status 

berhasil maupun ditolak. 

Apabila status SPM ditolak, berarti masih ada kesalahan ataupun 

kekurangan dalam proses pengunggahan SPM. Alasan SPM ditolak antara 

lain karena ketidaksesuaian isi uraian SPM dengan isi kartu pengawasan 

kontrak, ketidaksesuaian nominal pada SSP dengan SPM, kurangnya 

dokumen pendukung, serta SPM bisa saja ditolak dikarenakan 

pengunggahan SPM mendahului tanggal yang ada pada perencanaan kas 

(renkas). Seperti contoh SPM ditolak yang terdapat pada Lampiran 13, 

alasan ditolaknya karena SPM untuk pembayaran gaji induk bulan 
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September 2019 diunggah pada tanggal 16 Agustus 2019 sedangkan 

renkas untuk pembayaran gaji induk adalah tanggal 1 September 2019. 

 

3. Memonitor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017, 

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah 

untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

SP2D bersifat spesifik, maksudnya dalam penerbitan satu SP2D hanya 

dibuat untuk satu SPM. Apabila SPM yang diajukan sudah terbit SP2D-

nya, maka dana yang ditagihkan sudah bisa dicairkan. Namun, apabila 

SP2D tersebut tidak ada, maka SPM tersebut tidak bisa dicairkan dananya. 

Untuk mengetahui dana tersebut sudah bisa dicairkan atau belum, maka 

dilakukan monitoring terhadap SP2D tersebut.  

Dalam melakukan proses monitoring SP2D, praktikan diberikan 

sejumlah SPM beserta dokumen pendukung lainnya. Berikut ini 

merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan proses 

monitoring SP2D. 

a. Pengecekan SP2D pada aplikasi Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) 

Setelah proses monitoring SPM dilakukan dan SPM dinyatakan 

diterima, praktikan melakukan pengecekan SP2D sehari setelahnya 

melalui aplikasi berbasis website yang disediakan oleh Direktorat 
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Jenderal Perbendaharaan yaitu Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Langkah-

langkah melakukan monitoring SP2D sebagai berikut. 

1) Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi berbasis website. Oleh karena 

itu, hal pertama yang dilakukan adalah mengakses website-nya di 

spanint.kemenkeu.go.id.  

2) Setelah tampilan awal aplikasi terbuka, maka akan muncul kotak 

untuk memasukkan nama pengguna, kata sandi, dan tahun 

anggaran. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah 

di-register oleh satuan kerja (satker) dan jangan lupa untuk 

memilih tahun anggaran 2019. 

3) Kemudian pilih menu modul pembayaran dan submenu daftar 

SP2D sehingga akan muncul berbagai SP2D yang telah 

diterbitkan oleh KPPN. 

4) Untuk memudahkan pengecekkan SP2D sesuai dengan SPM 

yang ingin dicek, lakukanlah pencarian pada kotak pencarian 

yang tersedia dengan mengetikkan nomor SPM. 

5) Apabila SPM diterima maka SP2D diterbitkan dan datanya 

tersedia untuk dicetak. 

b. Pencetakan SP2D 

SP2D yang telah terbit maka akan dicetak. Langkah-langkah 

pencetakan SP2D sebagai berikut. 
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1) Salin nomor SP2D yang sesuai dengan nomor SPM yang telah 

dicari dengan memblok nomornya menggunakan kursor 

kemudian tekan tombol Ctrl+C pada keyboard. 

2) Kemudian klik menu filter yang ada di bagian kanan atas 

halaman. 

3) Tempel nomor SP2D yang telah disalin pada kolom No SP2D 

dengan menekan tombol Ctrl+V pada keyboard. 

4) Klik kirim yang ada pada bagian bawah dan akan muncul Daftar 

SP2D yang tadi dipilih/ di-filter. 

5) Setelah muncul tampilan Daftar SP2D yang sudah di-filter, klik 

pada gambar PDF untuk mengunduh file tersebut. 

6) Buka file yang telah diunduh tadi dan tekan tombol Ctrl+P untuk 

mencetak. Untuk SPM transaksi pembayaran gaji, honorarium, 

pengadaan barang dan jasa, serta penyelesaian kontrak, SP2D 

dicetak dua rangkap. Sedangkan untuk SPM dengan transaksi 

perjalanan dinas hanya dicetak satu rangkap. 

c. Pemisahan dan pengarsipan dokumen pendukung SPM 

Setelah pengecekan dan pencetakan SP2D, SPM dan dokumen 

pendukungnya dipisahkan untuk berbagai macam keperluan. Faktur 

pajak beserta SSP lembar ke 1 s.d. 3 dipisahkan dari berkas SPM 

untuk diarsipkan ke dalam folder-folder sesuai dengan jenis pajak dan 

jenis belanja. Sebelum diarsipkan ke dalam folder, terlebih dahulu 

disisipkan SPM yang dicetak ulang pada bagian depan dokumen agar 
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bisa diketahui transaksi apa yang dikenakan pajak tersebut. Selain itu, 

disertakan juga SP2D yang tadi dicetak. Langkah-langkah mencetak 

ulang SPM adalah sebagai berikut. 

1) Buka aplikasi SAS kemudian masukkan username dan password. 

2) Klik menu SPM dan pilih submenu cetak SPM. 

3) Lakukan filter dengan mengisi tanggal SPM. Klik SPM Ulang 

dan pilih cetak ke printer, kemudian klik Proses. 

Sedangkan berkas SPM dengan sisa dokumen pendukung lainnya 

disatukan dengan SP2D yang sudah dicetak dan diserahkan kepada 

Ibu Susi Yulianti selaku staf Subbagian Perbendaharaan. 

 

4. Membuat Daftar Pengeluaran Riil Kartu Kredit Pemerintah 

Kartu Kredit Pemerintah berkaitan dengan penggunaan Uang 

Persediaan masing-masing satker. Uang Persediaan (UP) adalah uang 

muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan operasional masing-masing satker. Terdapat dua jenis 

UP yakni UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). UP Tunai 

adalah pemberian uang mukak kerja kepada Bendahara Pengeluaran 

melalui rekening Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang tunai yang 

berasal dari rupiah murni. UP KKP adalah pemberian uang muka kerja 

dalam bentuk limit kredit yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu 

Kredit Pemerintah. UP Tunai dan UP KKP memiliki proporsi yang 

berbeda dalam DIPA. UP Tunai memiliki propoersi 60% dari total UP, 
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sedangkan UP KKP memiliki proporsi 40% dari total UP masing-masing 

satker. UP digunakan untuk kegiatan operasional kantor yang bersifat kas 

kecil. Pembayaran belanja menggunakan UP ini dilakukan ketika 

pembayaran LS tidak dapat dilaksanakan.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 

Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan 

menggunakan kartu yang dapat digunakan satker, untuk melakukan 

pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan UP Kartu 

Kredit Pemerintah. Penggunaan KKP ini dalam rangka modernisasi sistem 

pembayaran belanja negara secara non tunai agar menekan jumlah 

peredaran UP. Pembayaran belanja menggunakan KKP ini difokuskan 

untuk membiayai belanja operasional, belanja modal, dan belanja 

perjalanan dinas. 

Dalam hal ini UP KKP digunakan untuk membiayai belanja 

perjalanan dinas pegawai. Praktikan ditugaskan untuk membuat Daftar 

Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas sebagai salah satu langkah 

dalam pmbayaran UP KKP. Daftar ini bisa dibuat setelah perjalanan dinas 

dilaksanakan sehingga bukti-bukti transaksi terkait perjalanan dinas sudah 

tersedia. Untuk melakukan tugas ini, praktikan diberikan Surat Perjalanan 

Dinas (SPD) beserta bukti pembayaran tiket transportasi pegawai-pegawai 

yang melakukan perjalanan dinas. Berikut ini merupakan langkah-langkah 

dalam pembuatan Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Perjalanan Dinas. 
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a. Langkah pertama dalam membuat Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan 

Perjalanan Dinas ini dengan membuka program Ms. Word. 

b. Setelah Ms. Word terbuka, buatlah format Daftar Pengeluaran Riil 

Kegiatan Perjalanan Dinas sesuai dengan format yang ada pada 

lampiran PMK 196/PMK.05/2018. Format dapat dilihat pada 

Lampiran 26. 

c. Pada isian nomor (1), (2), (3), (4), dan (5) diisi sesuai dengan data 

pegawai yang melakukan perjalanan dinas. 

d. Pada isian nomor (6) dan (7) diisi dengan nama pemegang KKP dan 

nomor KKP. Dalam hal ini pejabat yang berwenang yaitu Bendahara 

Pengeluaran sehingga data diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran 

dan nomor KKP yang telah dibuat sebelumnya. 

e. Untuk isian nomor (8) dan (9) diisi dengan nomor Surat Perjalanan 

Dinas dan tanggal perjalanan dinas dilaksanakan. Data ini bisa dilihat 

pada SPD yang sebelumnya telah diberikan. 

f. Pada isian nomor (10) diisi dengan nomor urut pengeluaran yang 

terjadi. 

g. Isian nomor (11) diisi dengan rincian pengeluaran yang telah terjadi. 

Pengeluaran tersebut antara lain untuk tiket transportasi, sewa 

kendaraan, atau penginapan ketika pelaksanaan perjalanan dinas. 

h. Pada kolom pembebanan anggaran, isian nomor (12) diisi dengan 

kode kegiatan. Kode kegiatan ini merupakan kode mata anggaran 

kegiatan yang telah dibedakan sesuai dengan direktorat. Kode 1892 
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untuk Direktorat Pembinaan Program, 1893 untuk Direktorat 

Pembinaan Usaha Hilir, 1894 untuk Direktorat Pembinaan Usaha 

Hulu, 1895 untuk Direktorat Teknik dan Lingkungan, 1896 untuk 

Sekretaris Direktorat, dan 4998 untuk Direktorat Perencanaan dan 

Pengembangan Infrastruktur. Karena yang melakukan perjalanan 

dinas adalah para pegawai dari Bagian Keuangan yang kedudukannya 

dibawah SDM, maka kode kegiatan yang digunakan yaitu 1896. 

Untuk isian nomor (13) diisi dengan kode output. Kode output 

dibedakan sesuai dengan masing-masing bagian. Kode ouput untuk 

bagian keuangan adalah 950/001. Isian nomor (14) diisi dengan kode 

komponen/akun. Kode ini tergantung pegawai tersebut ditanggung 

menggunakan anggaran subbagian mana. Kode 054.A 524119 untuk 

subbagian akuntansi, 054.G 524119 untuk subbagian perbendaharaan, 

dan kode 054.D 524119 untuk subbagian kekayaan negara. Kode ini 

bisa dilihat dalam SPD. Uraian akun diisi dengan jenis belanja. Dalam 

hal ini jenis belanjanya adalah Belanja Perjalanan Dinas. 

i. Pada kolom bukti diisi sesuai dengan keadaan, apabila terdapat bukti 

pengeluarannya, maka diisi pada nomor (16) dan apabila tidak 

terdapat bukti pengeluaran diisi pada nomor (17). 

j. Pada isian nomor (18) diisi dengan jumlah pembayaran yang 

dilakukan menggunakan KKP. Dan pada isian nomor (19) diisi 

dengan total pembayaran dengan KKP. 
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k. Isian nomor (20) dan (21) diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan 

tahun pembuatan KKP. 

l. Isian nomor (22), (23), dan (24) diisi dengan tanda tangan, nama, dan 

NIP pelaksana SPD. 

m. Sedangkan isian nomor (25), (26), dan (27) diisi dengan tanda tangan, 

nama, dan NIP pemegang KKP, dalam hal ini adalah Bendahara 

Pengeluaran. 

Setelah selesai dokumen Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas 

beserta SPD dan bukti transaksi diserahkan kepada Ibu Tri Wahyuni 

selaku bendahara pengeluaran untuk dicek kembali dan ditandatangi 

apabila sudah lengkap agar bisa dilakukan pencairan dananya. 

 

5. Mengkompilasi data honorarium tim untuk pelaporan PPh 21 

Berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. Dalam peraturan ini dijelaskan berbagai tarif pemotongan 

PPh 21 untuk Aparatur Sipil Negara. Tarif pengenaan pajak penghasilan 

atas honorarium berdasarkan Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut. 
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a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan 

lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota 

POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; 

b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan 

lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI 

Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;  

c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau 

imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI 

dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan 

Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. 

Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh bedahara pengeluaran yang 

membayarkan penghasilan honorarium tersebut. Pemotongan PPh 21 akan 

menjadi pengurang dalam SPM. Setelah bendahara pengeluaran 

melakukan pemotongan, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Ditjen 

Pajak.  

Untuk pelaporannya dilakukan berdasarkan yang tertera pada SPM. 

Karena pada SPM hanya tertera jumlah honorarium yang dibayarkan dan 

jumlah pemotongan pajaknya, maka harus dicari tahu honorarium tersebut 

atas nama siapa saja. Untuk itu praktikan ditugaskan untuk mengumpulkan 

dan mengkompilasi data tersebut agar menjadi satu file sesuai dengan 

SPM. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

 

 



36 

 
 
 
 

a. Tahapan Pengumpulan File Honorarium Tim 

Pada tahap pengumpulan, praktikan pertama-tama mencari SPM 

atas transaksi pembayaran honorarium tim dalam bulan tertentu. 

Pelaporan pajak atas honorarium dilakukan pada bulan berikutnya. 

Setelah semua SPM terkumpul, kemudian praktikan mencari 

lampiran atas pembayaran honorarium tersebut. Lampiran tersebut 

berupa file Ms. Excel berisikan data para pegawai yang tergabung 

dalam tim projek berupa nama, NIK, NPWP, alamat, jumlah bruto 

atas honorarium, tarif pemotongan dan jumlah PPh. Praktikan 

mengumpulkan file dari beberapa sumber. Sumber pertama berasal 

dari email yang dikirimkan oleh masing-masing unit yang 

membayarkan honorarium tim. Apabila tidak ada, maka praktikan 

harus mendatangi unit tersebut dan meminta soft file lampiran 

pembayaran honorarium itu. 

b. Tahapan Mengkompilasi File Honorarium Tim  

Setelah mendapatkan file lampiran honorarium kemudian praktikan 

mencocokan apakah file tersebut jumlahnya sudah sesuai dengan 

yang ada di SPM. Biasanya data dikelompokan per tim, sedangkan 

data di SPM merupakan total dari tim tersebut. Untuk itu praktikan 

diharuskan untuk mengkompilasi data tersebut agar dari beberapa 

tim menjadi hanya satu tim. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1) Praktikan membuka file Ms. Excel yang sudah didapat. 
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2) Lakukan sortir pada data semua tim dengan memblok pada 

kolom NPWP, NIK, Nama, Alamat, Kode Pajak, Jumlah Bruto, 

Tarif (%) dan Jumlah PPh. Kemudian pilih menu Sort & Filter 

dan submenu Custom Sort. 

3) Pensortiran dilakukan untuk mengurutkan nama sesuai dengan 

abjad, untuk itu pada kolom Sort by pilih 8 yang merupakan 

kolom nama. 

4) Setelah semua tim sudah berurutan namanya sesuai dengan 

abjad, cocokkan masing-masing nama pegawai tersebut berada 

pada tim mana saja. Apabila pegawai tersebut terdapat pada tim 

1 dan tim 2, maka jumlah bruto yang didapat pada tim 1 harus 

ditambah dengan jumlah bruto yang didapat pada tim 2. 

Kemudian kolom Jumlah PPh akan berubah secara otomatis 

karena sebelumnya telah dimasukan rumus perhitungan. 

5) Apabila semua pegawai sudah dicocokan, praktikan harus 

melihat apakah jumlah bruto dan jumlah PPh sudah sesuai 

dengan yang tertera pada SPM. 

Setelah selesai mengkompilasi, file tersebut diserahkan kepada Bapak 

David selaku staf Subbagian Akuntansi untuk selanjutnya dilaporkan ke 

Ditjen Pajak. 
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C. Kendala yang Dihadapi 

Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan menghadapi beberapa 

kendala yang sedikit menghambat praktikan dalam melakukan pekerjaan. 

Kendala tersebut diantaranya adalah: 

1. Komputer yang praktikan gunakan bekerja sedikit lama dan kadang terjadi 

error sehingga beberapa kali harus di-restart sehingga menyebabkan 

pekerjaan yang sedang dilakukan tertunda. 

2. Hanya tersedia satu printer untuk dua komputer sehingga terkadang hasil 

cetak tidak keluar karena printer sedang digunakan oleh komputer lainnya. 

3. Ketika praktikan mengumpulkan lampiran honorarium tim dengan cara 

mendatangi pegawai di unit yang dituju, terkadang pegawai yang 

bertanggung jawab atas file tersebut menunda untuk mengirimkan ke 

email. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Dalam menghadapi kendala selama PKL, praktikan mencari solusi untuk 

mengatasi kendala tersebut, seperti: 

1. Mengomunikasikan terkait komputer error kepada pemmbimbing untuk 

meminta bantuan pihak IT agar bisa membersihkan komputer sehingga 

tidak terjadi error lagi. 

2. Untuk menghindari bentrokan pemakaian printer, praktikan selalu 

mengomunikasikan ketika akan melakukan pencetakan sehingga 

pemakaian printer dilakukan secara bergantian.  
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3. Ketika mengunjungi unit untuk meminta lampiran honorarium, praktikan 

berusaha mengomunikasikan maksud dan tujuan secara baik. Apabila 

bertemu langsung dengan pegawai yang bersangkutan, praktikan meminta 

langsung datanya untuk disalin ke dalam flashdisk. Namun apabila 

pegawai yang bersangkutan tidak ada, praktikan menitipkan pesan beserta 

file yang diperlukan dan alamat email kepada pegawai lain agar pegawai 

yang bersangkutan bisa mengirimkannya setelah berada di tempat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mahasiswa memerlukan pengalaman bekerja agar memiliki nilai tambah 

ketika melamar pekerjaan kelak setelah lulus dari bangku kuliah. Untuk itu, 

Universitas Negeri Jakarta memfasilitasinya dengan memberikan mata kuliah 

Praktik Kerja Lapangan. Dengan adanya kegiatan PKL ini diharapkan 

mahasiswa mampu menambah keterampilannya serta mengetahui tentang 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

Praktikan memilih Ditjen Migas sebagai tempat melaksanakan PKLguna 

menambah pengalaman bekerja serta mendapatkan pengetahuan baru. Pada 

pelaksanaannya, PKL dilakukan selama 40 hari kerja terhitung sejak tanggal 

15 Juli sampai dengan 6 September 2019. Praktikan melaksanakan PKL pada 

Bagian Keuangan Ditjen Migas. Pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan 

urusan perbendaharaan yakni terkait penggunaan anggaran dan pencairan dana. 

Selama melaksanakan PKL, praktikan banyak mendapat pengalaman dan 

wawasan baru terkait dengan sistem akuntansi di instansi pemerintahan, antara 

lain: 

1. Praktikan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mendokumentasikan dan mengunggah Surat Perintah Membayar (SPM). 
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2. Praktikan mengetahui bentuk aplikasi yang digunakan untuk memonitor 

Surat Perintah Membayar (SPM) secara daring yaitu dengan aplikasi e-

SPM. 

3. Praktikan mengetahui bentuk monitoring Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) melalui aplikasi OMSPAN. 

4. Praktikan mengetahui proses pencairan dana dengan menggunakan Kartu 

Kredit Pemerintah (KKP). 

5. Praktikan mengetahui cara melaporkan PPh 21 atas honorarium serta data 

apa saja yang diperlukan dalam proses pelopran. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL, terdapat beberapa 

saran yang ingin praktikan sampaikan kepada semua pihak yang terlibat agar 

ke depannya bisa jauh lebih baik. Saran tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Sebaiknya bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL 

mempersiapkan dari jauh hari dengan mencari referensi tempat PKL 

sehingga dapat mengirimkan surat permohonan kepada perusahaan 

lama sebelum pelaksanaan PKL 

b. Sebaiknya mahasiswa mencari tahu mengenai tempat PKL dan 

kemungkinan bidang kerja yang akan dijalani, sehingga mahasiswa dapat 

menambah wawasan terkait mata kuliah yang berkaitan dengan bidang 

kerjanya tersebut, seperti mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

dan Akuntansi Pemerintahan. 
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c. Sebaiknya mahasiswa mencatat berbagai hal yang dilakukan dan 

mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam proses pembuatan 

laporan untuk menghindari kekurangan bahan dalam pembuatan laporan 

PKL. 

d. Mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang 

berbeda dengan lingkungan kampus, salah satunya dengan melatih 

kedisiplinan sejak dini.  

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi  

a. Sebaiknya pihak program studi memperhatikan terkait jadwal 

perkuliahan agar pelaksanaan kegiatan PKL tidak mengganggu proses 

perkuliahan. 

b. Sebaiknya dapat memberikan referensi bagi mahasiswa dalam 

penyaluran tempat PKL dan membuat pendataan tempat PKL mahasiswa 

tahun sebelumnya agar mahasiswa yang akan melakukan PKL bisa 

memanfaatkan informasi tersebut guna mendapatkan tempat PKL.  

c. Sebaiknya pihak program studi bekerja sama dengan perusahaan-

perusahaan agar dapat menyalurkan mahasiswanya ketika akan 

melaksanakan kegiatan PKL. 

3. Bagi Ditjen Migas 

a. Pihak Ditjen Migas diharapkan dapat memberikan tanda pengenal 

sebagai akses kepada setiap mahasiswa yang sedang melaksanakan 

PKL agar tidak kesulitan masuk ke ruangan. 
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b. Pihak Ditjen Migas diharapkan untuk memperhatikan background 

pendidikan calon praktikan agar bisa memberikan pekerjaan yang 

sesuai dengan bidang ilmu praktikan. 

c. Pihak Ditjen Migas diharapkan dapat mencantumkan sejarah khusus 

tentang proses pendirian Ditjen Migas pada website Ditjen Migas 

sehingga para pembaca dapat mengetahui sejarahnya dengan lengkap.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Surat Permohonan PKL 

 



46 

 
 
 
 

Lampiran 2: Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4: Rincian Kegiatan PKL 
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Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 6: Penilaian PKL 

 

  



60 

 
 
 
 

Lampiran 7: Hasil Pendokumentasian SPM Secara Digital 
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Lampiran 8: Halaman Login Aplikasi e-SPM 
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Lampiran 9: Tampilan Awal Aplikasi e-SPM 
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Lampiran 10: Tampilan Menu Monitoring 
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Lampiran 11: Daftar SPM yang Berhasil Diunggah 
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Lampiran 12: Menu Tambahan Jika SPM Diterima 
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Lampiran 13: Menu Tambahan Jika SPM Ditolak 
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Lampiran 14: Halaman Login Aplikasi OMSPAN 
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Lampiran 15: Tampilan Awal Aplikasi OMSPAN 
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Lampiran 16: Menu pada Aplikasi OMSPAN 
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Lampiran 17: Submenu Modul Pembayaran 
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Lampiran 18: Daftar SP2D yang Telah Diterbitkan 
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